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BAB V 

          PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan terhadap rumusan masalah dala skripsi ini adalah : 

1. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 melahirkan UU 

No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut 

ketentuan dalam Pasal  24C ayat (6) UUD 1945 melahirkan 

undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi yaitu UU No.24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Ketiga lembaga negara yang disebutkan 

diwajibkan melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi secara 

transparan dan partisipatif sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 19 UU MK. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan 

pengajuan hakim konstitusi merupakan kewenangan dari masing-

masing lembaga negara yang berhak mengajukannya. 

2. Indonesia secara konsep pengisian jabatan hakim konstitusi 

menganut pola Representative Appointment, yaitu melibatkan tiga 

lembaga negara lainnya. Hal ini merupakan implementasi dari 

prinsip checks and balances. 

3. Asas transparansi dan partisipatif memiliki peranan yang begitu 

penting dalam menjamin kewenangan yang dimiliki oleh MK. Asas 

ini juga berfungsi bagaimana independensi para calon hakim 

konstitusi dapat dilihat melalui proses yang terbuka dan melibatkan 

publik. Di dalam UU yang berlaku pun tidak diatur bagaimana 

bentuk dan penerapan dari asas tersebut. Hal ini yang membuat 

penulis rasa terdapat ketidaksesuaian terhadap pengisian jabatan 

hakim konstitusi. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait penulisan hukum ini yaitu : 

1. Membuat aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan 

Hakim Konstitusi pada masing-masing lembaga pengaju agar 

diketahui oleh masyarakat.  

2. Dibuat Tim Seleksi yang melibatkan ketiga lembaga negara 

tersebut ketika terjadi penggantian hakim konstitusi yang kemudian 

prosesnya disiarkan dan dipublikasikan kehadapan publik.  
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